BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas
Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat DPRD;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
UndangNomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

.8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor82, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
2016 tentang Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 412);




Menetapkan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari:
a. Sekretaris DPRD;
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b. Bagian Umum, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bagian Program dan Keuangan, membawabhi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional,
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris
DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris DPRD.

(4) Masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi kesekretariatan;

b. pembinaan tata laksana, sistem, mekanisme kerja
organisasi, dan pelaksanaan koordinasi;

C. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

d. pengelolaan sarana dan prasarana keperluan DPRD;

e. pemeliharaan barang milik daerah;

f. penyelenggaraan  hubungan  masyarakat dan

keprotokolan;

g. penyelenggaraan publikasi;

h. pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan
kapasitas anggota DPRD;

1. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan
DPRD;

] penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;




k. penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

L. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Judul Bagian Keempat Bab IIl dan Ketentuan Pasal 12
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Pasal 12

Bagian Persidangan, Penganggaran, dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,
mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan
kebijakan pengelolaan di Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;

b. penyediaan fasilitasi penyusunan program
pembentukan daerah;

C. penyediaan fasilitasi penyusunan naskah akademik
dan draf Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;

d. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisa produk
penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan

peraturan Daerah inisiatif;

f. penyediaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;

g. penyusunan risalah rapat;

h. pelaksanaan kordinasi pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah;

i. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi
daftar inventaris masalah.

j- pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi
risalah rapat;

k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;

L penyelenggaraan publikasi; dan

m. penyelenggaraan keprotokolan.




Judul Bagian Kelima Bab III dan Ketentuan Pasal 14 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Pasal 14

Bagian  Fasilitasi Penganggaran dan  Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan
kebijakan pengelolaan di bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi
pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;

b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pembahasan APBD /APBDP;

C. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi
pembahasan laporan semester pertama dan
prognosis enam bulan berikutnya;

e. pelaksanaan fasiltasi verifikasi dan koordinasi
pembahasan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah;

f. pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan koordinasi

pembahasan terhadap tindak lanjut  hasil
pemeriksaan BPK RI;

g. pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan koordinasi
aspirasi masyarakat;

h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi
rumusan rapat dalam rangka pengawasan,;

i pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan koordinasi
pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

] pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan koordinasi
dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

k. pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan koordinasi
pengawasan pelaksanaan kebijakan;

L pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan koordinasi
penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;

m. pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan koordinasi
persetujuan kerja sama daerah; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN[{PAMEKASAN,

MASRWKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 16
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